SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II butir
[I.D.4.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
dilakukan beberapa perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten
Pulang Pisau;

b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ
tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam
rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Tanggal 19
Agustus 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 500/2316/1J Tanggal 24 Agustus 2022
perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak
Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten @ Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan



-0

Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang
Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 870);

11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2017
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN PULANG PISAU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2017 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada  Pemerintah  Daerah  yang  melaksanakan
pengelolaan APBD.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Pengguna  Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau.
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Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang
Pisau.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutkan
disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan  mengganggu  kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok
atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Belanja Tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak
biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Keperluan Mendesak adalah pengeluaran daerah dalam
rangka pengendalian inflasi daerah yang merupakan
kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian
Inflasi Daerah selanjutnya disebut BTT dalam Rangka
Pengendalian Inflasi Daerah adalah belanja yang
bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) pada SKPKD
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menjadi Belanja OPD yang dijabarkan di dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran OPD.

Inflasi Daerah adalah kecendrungan naiknya harga
barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara
terus menerus di Daerah.

Indeks Harga Konsumen yang selanjutnya disingkat ITHK
adalah indeks dari harga yang dibayar konsumen/
masyarakat Indonesia untuk mendapatkan barang dan
jasa (komoditas).

Indeks Perkembangan Harga adalah indeks yang
mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan
yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.

Sasaran inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin
dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau
barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan
swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan
untuk menjaga kestabilan harga.

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah
barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan
perundangan yang berlaku.

. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah serta
ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang

diperuntukkan:

a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya;

b. keadaan darurat;

o

keperluan mendesak;

d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan/atau

e. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap
darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi
terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat di daerah.
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(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah
Daerah; dan/atau

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mencakup:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan antara lain seperti
pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka
pemenuhan standar pelayanan minimal;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib yang merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran
berkenaan. Berlanja daerah yang bersifat mengikat
seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang
dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air,
listrik, dan internet, sedangkan belanja yang bersifat
wajib merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan/atau masyarakat antara lain:
1. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang

harus segera dilaksanakan sesuai amanat
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peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak
dilaksanakan akan mengganggu pelayanan
masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja
Pemerintah Daerah;

3. pengendalian inflasi. dan/atau

4. putusan pengadilan yang bersifat final dan
mengikat.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung
dengan bukti-bukti yang sah.
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat antara lain penanganan inflasi
seperti operasi pasar dan bantuan langsung tunai,
bantuan berobat, bantuan biaya transportasi berobat,
bantuan korban kebakaran, bantuan korban bencana,
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan
masyarakat terlantar, bantuan santunan kematian,
dan bantuan transportasi pengiriman jenazah.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni

Pasal

8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Penggunaan BTT dilakukan dengan:

a.
b.

pembebanan langsung; dan/atau
pergeseran anggaran.

(2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

untuk kebutuhan:

a.

tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa; dan

pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah
tahun-tahun sebelumnya.

(3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

untuk keperluan mendesak dan bantuan sosial yang

tidak dapat direncanakan sebelumnya yang belum
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tersedia anggarannya pada OPD teknis dan/atau tidak
cukup tersedia anggarannya dan pengeluaran untuk
mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh
Bupati diberitahukan BKAD kepada DPRD paling lama 1

(sat

u) bulan terhitung sejak keputusan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) ditetapkan.

5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 9 (sembilan) ayat baru,

sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 17
Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata
anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebelum
perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai
dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan.
Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata
anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah
perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara
melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan
mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT
pada belanja SKPD/Unit SKPD terkait.
Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak dan
keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam
APBD, perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan
fungsi mengajukan Permohonan Persetujuan
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Penggunaan Anggaran BTT kepada Bupati melalui TAPD
disertai dengan kajian terkait kriteria keperluan
mendesak.

(5) Berdasarkan permohonan dari perangkat daerah terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD
melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan
penelaahan.

(6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya
disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan
dalam memberi persetujuan/penolakan usulan
pergeseran anggaran dari BTT pada belanja SKPD/Unit
SKPD terkait.

(7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dituangkan dalam rekomendasi.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
menjadi dasar penyusunan perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD apabila
mendapatkan persetujuan Bupati.

(99 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
menjadi dasar proses penghentian pergeseran anggaran
apabila tidak mendapatkan persetujuan Bupati.

(10) Dalam hal Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sebelum
Perubahan APBD, perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD dimaksud selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(11) Dalam hal Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setelah
Perubahan APBD, perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD dimaksud selanjutnya ditampung
dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak
dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,
ttd

NUNU ANDRIANI
Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 013

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala B’égian Hukum Setda
Kabupaten|Pulang Pisau,

KIKI' INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516,200501 1 006



